P
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
Dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kepada Desa Di Kabupaten Purbalingga;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarn Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 14;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 20
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan kepada
Bupati Purbalingga u.p. Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
a. Kuitansi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan kuitansi
penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditandatangani Kepala
Desa dan Bendahara Desa bermeterai cukup; dan

b. Foto kopi nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk.

(2) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan
tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan oleh Sekretaris

Desa atau Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai Peraturan
Perundang-undangan. #



(3) Bendahara Pengeluaran pada BAKEUDA membuat Surat Permintaan
Pembayaran.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat
(3), Kepala BAKEUDA menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk
disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum
Daerah pada BAKEUDA.

(5) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap,
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada
BAKEUDA menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

(6) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada
BAKEUDA memerintahkan bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng
Cabang Purbalingga untuk mentransfer ke rekening kas desa di Bank
yang ditunjuk.

(7) Dihapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PURBALINGGA,

-

YAH HAYUNING PRATIWI /Q

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

\

A NARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR



